15O 9001 - 2000 BRSNS

1

R DIKLAT

3ANGAN

Sl
TEK,
KAKARYA




PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya, Kalender Program Pengembangan Kompetensi Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri
tahun 2018 dapat disusun.
BPSDM Kemendagri berupaya terus untuk meningkatkan program Pengembangan
Kompetensi sebagai upaya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan
Dalam Negeri agar lebih profesiona dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

Kaender Pengembangan Kompetenss BPSDM  Kemendagri Tahun 2018
diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang program dan kegiatan
Pengembangan Kompetensi yangakan dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri dan 4 (empat) Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional (Bukittinggi, Bandung,
Yogyakarta dan Makassar) selama Tahun Anggaran 2018. Besar hargpan kami agar dengan
diterbitkannya Kalender Pogram Pengembangan Kompaens Tahun Anggaran 2018 ini dapat menjadi
pedoman bagi satuan kerja dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/K ota.

Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberikan rahmat-Nya
kepada kita semua, Amin Y aa Rabbal Alamin.

Jakarta, April 2018
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd



Daftar Isi

Formas Badan Pengembangan SDM
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Dasar Hukum

Kaender Program Pengembangan Kompetensi
BPSDM Kemendagri Tahun 2018
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Sejarah Transformasi Badan Diklat Kemendagri Menjadi
Badan Pengembangan Sdmber Daya Manusia'Kemenaaatl

adan Diklat Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015

mengalami tranformasi menjadi Badan Pengemban

Sumber Daya Manusia (BPSDM) sesuai«idengan
Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang..
Organisas Dan Tata Kefja Kementerian Dalam Negeri.
Perubahan tersebut seiring de tuntutan perkembangan sistem
pemerintahan di Indonesia dan pya Undang - Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur SipiNegara. Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusa K gri. bertugas melaksanakan
pengembangan sumber daya manusi@ pemerintahan dalam negeri
sesual dengan ketentuan peraturan pestifilang - undangan.

—

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KEMENDAGRI




BPSDM Kampus Kemang, Bogor

JIn. Kemang Raya Nomor 512
Kemang, Bogor

Ph.(0251) 7536085

Sarana Pendukung ;

JumlahKelas: 5 Ruang
Jumlah Kamar: 105 Ruang
Daya Tampung: 210 Orang

ji

JIn. Raya Bukittinggi Payakumbuh Km. 14 Sumatera Barat

Ph.0752) 28241
Sarana Pendukung;

JumlahKelas : 7 Ruang
Jumlah Kamar : 120 Ruang
Daya Tampung : 240 Orang




PPSDM Kemendagri Regional Bandung

Kampus Jatinangor
JIn. Kiara Payung
Sumedang, Jawa Barat
Ph. (022) 87835008

Sarana Pendukung;
(Kampus Jatinangor & Sukajadi)

Jumlah Kelas: 10 Ruang
Jumlah Kamar: 260 Ruang
Daya Tampung: 520 Orang
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PPSDM Kemendagri Regional Makassar

JIn. Paccerakkang Daya
Biringkanaya Sulawesi Selatan
Ph. (0411) 513722

l . .
Sarana Pendukun
& -

Jumlah Kelas: 5 Ruang
Jumlah Kamar: 75 Ruang
Daya Tampung: 150 Orang







Komposisi Pesawal Badan Pengembangan SDM Kemendagri
PPSDM Kemendagri Regional, Balai PK. Pol PP dan Damkar...

Craey

B
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‘Badan Pengembangan SDM Kemendagri 299
Orang Pegawai

PPSDM Regional Yogyakarta
137 Orang Pegawai

PPSDM Regional Bandung
P 59 Orang Pegawai

PPSDM Regional Bukittinggi
37 Orang Pegawai

PPSDM Regional Makassar

Balai PK Pol PP dan Damkar 47 Orang Pegawai

Rokan Hilir
9 Orang Pegawai



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI




STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
REGIONAL BUKITTINGGI

Kepala Pusat PSDM
Drs. H. Sukriadi Sawai, M.Si

Jabatan Fungsional Kabag Tata Usaha
H. Irwandi, SE, M.Si

Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Kabid Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Jafung, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil
Pengawas Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah.
Sarjayadi, SS Drs. H. Aliyarmen, M.Si

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
REGIONAL BANDUNG

Kepala Pusat PSDM
Ir. Tatty Devi M.
Siregar, M.Si

Jabatan Fungsional

Kabag Tata Usaha
Dra. Mimi
Mintarti, MAP

Kabid Pengembangan Kompetensi Kabid Pengembangan Kompetensi Jafung,
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala
Administrator dan Pengawas Daerah, DPRD, dan Lurah.

Neta Siti Mutiawati, S.Sos TR Fahsul Falah, S.Sos, M.Si




STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
REGIONAL YOGYAKARTA

Kepala PPSDM

Dr. Ir. Suroyo,M.Si

Kabag Tata Usaha
Mochammad
Fatchul Arifin, SH

Jabatan Fungsional

Kabid Pengembangan Kompetensi Kabid Pengembangan Kompetensi Jafung,
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala
Administrator dan Pengawas Daerah, DPRD, dan Lurah.
Sutarta, SH, M.Si Ari Sulistyorini, S.IP, M.Si
STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI
REGIONAL MAKASSAR

Kepala Pusat PSDM
Drs. La Ode M. Salmar, M.Si

Kabag Tata Usaha

Jabatan Fungsional
AL Dra. Widi Astuti, M.Si

Kabid Pengembangan Kabid Pengembangan Kompetensi Jafung,
Kompetensi Jabatan Pimpinan Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala
Tinggi Pratama, Administrator Daerah, DPRD, dan Lurah.

dan Pengawas

Dra. Hj. Sulaeha H.Taba, M.Si

Hj. Andi Rosnawati, SH,M.Si







Tuntutan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)
pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah
daerah di era reformasi semakin bertambah berat dan kompleks. Untuk menjawab
tantangan tersebut, maka perubahan tugas pokok dan fungsi lembaga pendidikan dan
pelatihan dituntut untuk dapat menyesuaikan terhadap arahnya perubahan.

Untuk menjawab perubahan tersebut nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan
(BADAN DIKLAT) Kementerian Dalam Negeri menjadi BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut
membuktikan bahwa transformasi fungsi kelembagaan pengembangan SDM Aparatur Sipil
Negara sudah menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Perubahan BPSDM
Kemendagri didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa
BPSDM menyeenggarakan fungsi pengembangan sumber daya manusia pemerintahan
dalam negeri. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara secara tidak langsung juga mempengaruhi perubahan fungs kelembagaan, sehingga
berdampak pada penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta indikator kinerja
yang kesemuanya diarahkan pada pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur yang
berkompeten dan profesional.

BPSDM Kemendagri atas nama Menteri Dalam Negeri sesua dengan amanat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 44, bertugas membantu penyusunan
standar dan pedoman penyelenggaraan dan penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional,
serta pemberian akreditas dan sertifikasi dibidang pemerintahan. Untuk mewujudkan

tuntutan tersebut maka BPSDM Kementerian Dalam Negeri menetapkan visi sebagai berikut
“ APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI YANG

KOMPETEN DAN PROFESIONAL”



Berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unit

Eselon | yang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. BPSDM mempunyai tugas

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri dengan

fungg, yaitu:

a

penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya
manusia pemerintahan dalam negeri;
pel aksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;

pel aksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;

d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang
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pemerintahan dalam negeri

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pel aksanaan pengembangan

sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri;

pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM Kemendagri terdiri dari 4 pusat pelaksana
teknis, dan sekretariat yang terdiri dari :

1.

Sekretariat Badan, bertugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada
semua satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pusat Standardisasi dan Sertifikasi, bertugas melaksanakan pengelolaan standardisasi
dan sertifikasi kompetensi, tenaga kependidikan, lembaga kependidikan, kurikulum dan
modul, serta pengembangan teknologi pembel gjaran

Pusat Pengembangan Kompetens Pemerintahan Dalam Negeri, bertugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi bidang
Pemerintahan Dalam Negeri

Pusat Pengembangan Kompetenss Kepamongpragjaan dan Manajemen
Kepemimpinan, bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana,
pelaksanaan, pembinaan, faslitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan.

Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, bertugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitas, pemantauan,

evaluas dan pelaporan di bidang pengembangan kompetens jabatan fungsional binaan



Kementerian Dalam Negeri, administrasi jabatan fungsional, serta pengembangan

kompetensi teknis dan fungsional binaan Kementerian dan Lembaga.
Guna mengoptimalkan fungss BPSDM Kemendagri sesuai dengan Permendagri Nomor 84
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kemendagri
memiliki tugas sebagai pembina teknis dan fungsional Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia (PPSDM) Kemendagri Regiona Bandung, Y ogyakarta, Makassar dan Bukittinggi.
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri yang berada di 4
(empat) Regional memiliki tugas dan fungs yang sama dan hanya dibedakan berdasarkan
cakupan wilayah kerja. Cakupan wilayah kerja masing-masing regional yaitu sebagai
berikut:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bukittinggi
meliputi:
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan,
dan KepulauanBangka Belitung.
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2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri RegionalBandung
meliputi:
Provins Lampung, Banten, Jawa Barat, DK| Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan;




3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Y ogyakarta
meliputi:
Provinsi DI Y ogyakarta, JawaTengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur.
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4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional M akassar
meliputi:
Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawes Barat, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua dan
Papua Barat.




Tabel 1
DISTRIBUSI ASN DI BPSDM DAN PPSDM KEM ENDAGRI REGIONAL
BERDASARKAN JABATAN

1 | Struktural 48 14 14 14 14
Fungsional

2 Widyaiswara 16 5 4 12 4

3 | Fungsional Arsiparis 1 - - - -
Fungsional Pranata

4 1 - - - -
Komputer

5 Fungsional - i i i i
Kesehatan

6 | Fungsional Umum 226 18 41 111 29

Sumber: Hasil Olahan dari Bagian Umum BPSDM dan Bagian Tata Usaha BPSDM Regional, 2017

Tabel 2
DISTRIBUSI ASN DI BPSDM DAN PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Sumber: Hasil Olahan dari Bagian Umum BPSDM dan Bagian Tata Usaha BPSDM Regional, 2017

1 Strata 3 5 - 1 - 1
2 | Strata2 64 9 7 20 10
3 |Stratal 117 23 16 51 16
4 | Diploma/Sarmud 10 5 4 6 2
5 |SLTA 96 - 21 28 13
6 |SLTP 4 - 3 27 2
7 |SD 3 - 7 5 3




Dasar Hukum

asar hukum proses pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri mengacu pada peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 84 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan K epemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;

6. Perka:LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 111;

7. PerkaLAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 1V;

8. Perka-LAN Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelanggaraan
Diklat Prajabatan CPNS Golongan I11;

9. PekaLAN Nomor 22 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman
Penyelanggaraan Diklat Prgjabatan CPNS Golongan | dan 11.







féalender Program Pengembangan
. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri 2018

Catatan:

Tanggal dan lokasi
pel aksanaan kegiatan
sewaktu-waktu dapat
berubah




Pusat Standarisasi dan
Sertifikasi BPSDM
Kemendagri




Bidang Kompetensi

1. [Penyusunan Standar Kompetensi Bagi Camat

Naskah APBN Juni §/d Agustus 2018 BPSDM Kemendagri
2. |Sertifikasi Aparatur Bagi Camat Kegiatan APBN Juli §/d Agustus 2018 BPSDM Kemendagri
3. |Penyusunan Standar Kompetensi Bagi Lurah Naskah APBN Juni — Agustus 2018 BPSDM Kemendagri
4. |Sertifikasi Aparatur Bagi Lurah Kegiatan APBN Agustus s/d September 2018 BPSDM Kemendagri
5. [Penyusunan Standar Kompetensi PTSP Kegiatan APBN Juni - Agustus 2018 BPSDM Kemendagri
6. |Sertifikasi Aparatur pada PTSP Kegiatan APBN Agustus - September 2018 BPSDM Kemendagri
7 |Penyusunan SKKPDN & SP2PDN DPRD Naskah APBN Juni - Agustus 2018 BPSDM Kemendagri




APBN

Juni - Agustus 2018

8 |[Sertifikasi DPRD Kegiatan BPSDM Kemendagri
APBN Februari s/d Mei 2018
9 [Penyusunan Pedoman Perumus Standar Naskah BPSDM Kemendagri
ey Februari s/d Mei 2018
10 Penyusunarj Pedoman Sertifikasi Asesor Naskah APBN BPSDM Kemendagri
Kompetensi
APBN Februari s/d Mel 2018
Penyusunan Pedoman Perangkat Uji Jabatan .
11 Struktural dan Jabatan Pimpinan Tinggi Naskah BPSDM Kemendagri
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
12 |Pengembangan Kompetensi SDM Standarisasi Kegiatan APBN Februari— Des 2018 BPSDM Kemendagri
dan Sertifikas
Pelaksanaan Uji Sertifikasi Komponen
13 |Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dan Kegiatan PNBP Juli — Des 2018 Luar BPSDM Kemendagri

Sertifikasi Kompetensi




Rakor Pembinaan LSP-PDN Provinsi 34
Provinsi

1 Kegiatan

APBN

Bidang Standarisasi Lembaga Kediklatan Pemerintahan Dalam Negeri

Maret 2018

BPSDM Kemendagri

Penyusunan SOP Penyel enggaraan
Pengembangan Kompetensi

1 SOP

APBN

Maret s/d April 2018

BPSDM Kemendagri

Penyusunan Pedoman Sertifikasi Tenaga
Pengelolaan SDM Aparatur dilingkungan
Kemendagri dan Pemda

Pedoman

APBN

Maret s/d Mei 2018

BPSDM Kemendagri

Penyusunan Standarisasi dan Akreditasi
Lembaga Kediklatan dilingkungan Kemendagri
dan Pemda

Naskah

APBN

April s/d Mei 2018

BPSDM Kemendagri

Penyusunan Perangkat Program
Lisensi/Akreditasi Lembaga Penyelenggaran
Kompetensi Pemerintahan

Dokumen

APBN

April §d Juni 2018

BPSDM Kemendagri

TOT Substansi Assesor Kompetensi
Pemerintahan

Angkatan

APBN

April 2018

BPSDM Kemendagri

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi SDM Standarisasi
dan Sertifikas

Kegiatan

APBN

April 2018

BPSDM Kemendagri

Diklat Perumus Standar Bagi Pelaksana

2 Angkatan

PNBP

Juli 2018

Luar BPSDM




9. Diklat Master Asesor Bagi Pejabat Strategis 3 Angkatan PNBP Juli 2018 Luar BPSDM
10. Diklat Perumus Standar Bagi Pejabat Strategis 2 Angkatan PNBP Juli 2018 Luar BPSDM
11 |Diklat Asesor Kompetensi Bagi Pelaksana 3 Angkatan PNBP Agustus szlglsgeptember Luar BPSDM
12 gtir'gggﬁjew Kompetensi Bagi Pejabat 2 Angkatan PNBP Agustus 2018 Luar BPSDM
13 |Diklat Asesor Lisensi Bagi Pelaksana 3 Angkatan PNBP Oktober Szlgl'gc’pember Luar BPSDM
14 |Diklat Asesor Lisensi Bagi Pejabat Strategis 3 Angkatan PNBP Oktober Zglg‘)pember L uar BPSDM
15 Egﬂat?:lm( ?Jfﬁgifnﬁj islf:argﬁ itiﬂiffﬁiat _ Kegiatan Dana Dekon Februari /d Nopember Luar BPSDM

(Dekonsentrasi 31 Provinsi)

2018




Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran

Penyusunan Pedoman Teknologi Pembelajaran 1 Angkatan APBN Februari s/d Maret 2018 BPSDM Kemendagri

2. Penyusunan Pedoman Pembelgjaran E-learning 1 Angkatan APBN Februari s/d Maret 2018 BPSDM Kemendagri

Diklat Penyusunan Perangkat Pembelajaran

3. Pemerintahan Dalam Negeri 1 Angkatan APBN Maret §/d April 2018 BPSDM Kemendagri
4. Eagr"n?tngmgemba”ga” Tenaga Tutorial untuk B 4 ppcapan APBN Maret /d April 2018 BPSDM Kemendagri

TOT Diklat Penyusunan Standar Perangkat . . .
5. Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri 1 Angkatan APBN Mei s/d Juni 2018 BPSDM Kemendagri
6. [LOT Diklat Penyusunan Perangkat 2 Angkatan PNBP Juli §d Desember 2018 Luar BPSDM

Pembel gjaran Pemerintahan Dalam Negeri

7. [TOT Diklat Teknologi Pembelajaran 2 Angkatan PNBP Juli /d Desember 2018 Luar BPSDM




Diklat bagi Penyusunan Perangkat

8. Pembelzjaran Pemerintahan Dalam Negeri 2 Angkatan PNBP Juli s/d Desember 2018 Luar BPSDM
9. Diklat Teknologi Pemebelgjaran 2 Angkatan PNBP Juli §/d Desember 2018 Luar BPSDM
10 Eiokr'na;ezgg’.“w”a” Kurikulum Berbasis 2 Angkatan PNBP Juli /d Desember 2018 Luar BPSDM
11  [Diklat E-Learning Angkatan PNBP Juli §/d Desember 2018 Luar BPSDM
12  |Diklat Penyusunan Modul Berbasis Kompetens Angkatan PNBP Juli §/d Desember 2018 Luar BPSDM
13 |Diklat Multimedia Teknologi Pembelgjaran Angkatan PNBP Tentatif Luar BPSDM
14 E;ﬂgmdzggrya%wnan Perengal Bvalues Angkatan PNBP Tentatif Luar BPSDM
15  |Diklat Mobile Training Angkatan PNBP Tentatif Luar BPSDM




Pusat Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan
Dalam Negeri







Bidang Politik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan

L Dikiat Pencatetan Sipil 1 Angkatan APBN Jgr(‘)“fg BPSDM Kemendagri
2. Diklat Pengelolaan SIAK 1 Angkatan APBN Maret 2018 BPSDM Kemendagri
3. Diklat Penyusunan Profil Kependudukan 1 Angkatan APBN Februari 2018 BPSDM Kemendagri
4, Diklat Pendaftaran Penduduk 1 Angkatan APBN Maret 2018 BPSDM Kemendagri
5. Diklat Konflik Pertanahan 1 Angkatan APBN April 2018 BPSDM Kemendagri
6. Diklat Perencanaan Anggaran Desa 1 Angkatan APBN April 2018 BPSDM Kemendagri
7. Diklat Pertanggung Jawaban K euangan Desa 2 Angkatan APBN Mei dan Juli 2018 BPSDM Kemendagri




8. Diklat Penyusunan Peraturan Desa 1 Angkatan APBN Juli 2018 BPSDM Kemendagri
9. Diklat Lembaga Desa 1 Angkatan APBN Agustus 2018 BPSDM Kemendagri
10. [Diklat Perencanan Anggaran Desa 2 Angkatan PNBP April s/d Mei 2018 Luar BPSDM
11 Diklat Konflik Pertanahan 2 Angkatan PNBP Juni s/d Juli 2018 Luar BPSDM
12 Diklat Penanganan Konflik Sosial 1 Angkatan PNBP Agustus 2018 Luar BPSDM
13 Diklat Wawasan K ebangsaan 1 Angkatan PNBP Agustus 2018 Luar BPSDM
14 Diklat Pengelolaan Keuangan Desa 3 Angkatan PNBP Juni, Juli September 2018 Luar BPSDM
15 Diklat Pencatatan Sipil 2 Angkatan PNBP Juli, September 2018 Luar BPSDM
16 Diklat Registrasi Kependudukan 2 Angkatan PNBP Mei, Oktober 2018 Luar BPSDM
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Diklat BUMDES

1 Angkatan

PNBP

Agustus 2018

Luar BPSDM

16

Diklat SIAK

2 Angkatan

PNBP

September, November 2018

Luar BPSDM







Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan

1. |Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Angkatan APBN 21 -25May 2018 BPSDM Kemendagri

2. | Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) 2 Angkatan APBN 19 - 23 Februari 2018 BPSDM Kemendagri

3. |Diklat Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah 2 Angkatan APBN 2-6 April 2018 BPSDM Kemendagri

4. |Diklat Perencanaan dan Penganggaran 3 Angkatan APBN 19 - 23 Maret 2018 L uar BPSDM
Kemendagri

5. |Diklat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Angkatan APBN 16 — 20 Juli 2018 BPSDM Kemendagri

6. |Diklat Rencana Strategis Satuan K erja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 4 Angkatan APBN 2-6Juli 2018 BPSDM Kemendagri

7. |Diklat Bendahara K evangan Daerah 2 Angkatan APBN 29 Ja”“arz'o‘lg Februarl | gpepv Kemendagri

8. [Diklat Akuntansi dan Laporan Keuangan Berbasis Akrual 3 Angkatan PNBP 23— 27 April 2018 Ritzhen Premiere

9. |Diklat Bendahara Keuangan Daerah 3 Angkatan PNBP 19— 23 Maret 2018 Orchard Industry

10 |Diklat Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah 3 Angkatan PNBP 6 — 10 Agustus 2018 New Ayuda

11 |Diklat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Angkatan PNBP 23— 27 April 2018 New Ayuda

12 [Diklat PPTSP 2 Angkatan PNBP 16 — 20 Juli 2018 Orchard Industry




13

Diklat Renstra SKPD

2 Angkatan

PNBP

19 - 23 Februari 2018

Golden Boutique

14

Diklat RPIMD

2 Angkatan

PNBP

2-6 April 2018

Golden Boutique




Bidang Pimpinan Daerah

1, "iin'g;‘) t;’e”DOF')aF'fé“a” Tugas bagi Pimpinan dan 2 Angkatan PNBP 12— 16 Maret 2018 Hotel Jayakarta

2. Diklat bagi Sekretaris DPRD 2 Angkatan PNBP 9- 12 April 2018 Hotel IBIS Jakarta

N Eg};il?t’jél&]ag Teknis Pemerintahan bagi Camat 4 Angkatan PNBP 30 April 2018 Pussenif g::(ljtl:;t] TNI AD
5 e b et tefen 1 Angkatan APBN 18- 21 September 2018 | CGROIEIOr 1Y
7 [P)‘f'a”’e‘rg‘;kg'g 'éi‘%jt?m;: pan Pemerintafan 1 Angkatan APBN 23— 26 Oktober 2018 Geg‘g&%“‘fgg’n”:r?;agﬁ v
9. g‘:;g‘;kg'; Eﬁ%ﬁmﬂ e Pemerintahan 1 Angkatan APBN 23 - 26 Oktober 2018 Geg‘g&?;‘fig’ﬂ”:rﬂagﬁ v




Pusat Pengembangan
Kompetensi Kepamongprajaan
dan Manajemen Kepemimpinan




Sumber

No. Nama K egiatan Jumlah Anggar an Jadwal Tentatif Tempat Pelaksanaan
1 TOT Diklat BelaNegara 1 Angkatan APBN April 2018 BPSDM Kemendagri
2. TOT Diklat APRM 1 Angkatan APBN April 2018 BPSDM Kemendagri
3. Diklat Bela Negara 1 Angkatan APBN Mei 2018 BPSDM Kemendagri
4, Diklat Kepamongprajaan 1 Angkatan APBN Mei 2018 BPSDM Kemendagri
5, Pembekalan Kepemimpinan Bagi Jabatan 1 Angkatan APBN Februari 2018 Pussenif/Rindam
Pengawas ASN Kemendagri
Pembekalan Kepemimpinan Bagi Pejabat . -
6. Administrator ASN K emendagr 1 Angkatan APBN Februari 2018 Pussenif Rindam
7. Diklat APRM Bagi Jabatan Administrator 4 Angkatan PNBP Maret 2018 Luar BPSDM Kemendagri
8. Diklat Kepamongprajaan Bagi Camat 6 Angkatan PNBP Agustus s/d Oktober 2018 Luar BPSDM Kemendagri
9. Diklat Kepamongprajaan Bagi Jabatan 6 Angkatan PNBP Mei, Juli, November 2018 Luar BPSDM K emendagri
Pimpinan Tinggi
10 Diklat Kepamongprajaan Bagi Jabatan 6 Angkatan PNBP April, Juli, Oktober Luar BPSDM Kemendagri

Administrator




Sumber

No. Nama K egiatan Jumlah Jadwal Tentatif Tempat Pelaksanaan
Anggar an
1 Penyusunan Permendagri Kurikulum
' SUSPIMDAGRI (Penyempurnaan Naskah APBN Januari s/d April 2018 BPSDM Kemendagri

SP2PDN DIKLATPIMDAGRI

2. IPF?'Daf\ilha” Dasar IPDN Bagi Purna Praja Angkatan APBN Februari §/d Juli 2018 BPSDM Kemendagri Kemang, Bogor
Diklat PIMPEMDAGRI Bagi Jabatan

3. Pengawas, Administrator, dan JPT Angkatan APBN Juli s/d Oktober 2018 BPSDM Kemendagri
Pratama
Diklat PIMPEMDAGRI Bagi Jabatan

4, Pengawas, Administrator, dan JPT Angkatan PNBP Juli §/d Oktober 2018 BPSDM Kemendagri
Pratama

5. R}k'at Kepemimpinan Tingkat 111 dan Angkatan PNBP Maret S/d Agustus 2018 BPSDM Kemendagri

6. Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan APBN Februari s/d November 2018 Daerah




Sumber

No. Nama K egiatan Jumlah Jadwal Tentatif Tempat Pelaksanaan
Anggaran

1 Diklat Anjab 4 Angkatan PNBP 5-9 Maret 2018 Hotel Jayakarta

2. Diklat Keprotokolan 2 Angkatan PNBP 2-5April 2018 Hotel Jayakarta

3. Diklat Anjab 2 Angkatan PNBP 16 — 20 April 2018 Hotel Mercure

4, Diklat Mangjemen Persidangan 2 Angkatan PNBP 23 - 27 April 2018 Hotel Mercure

5. Diklat Tata Naskah Dinas 2 Angkatan PNBP 30 April — 4 Mei 2018 Hotel Arcadia

6 Diklat Lakip 3 Angkatan PNBP 2-6Juli 2018 Hotel Jayakarta

7. Diklat Legal Drafting 1 Angkatan PNBP 16 — 20 Juli 2018 Hotel Arcadia

8. Diklat Tata Naskah Dinas 1 Angkatan APBN 19 - 23 Maret 2018 BPSDM Kemendagri

9. TOT Lakip 1 Angkatan APBN 23— 27 April 2018 BPSDM Kemendagri

10. Diklat Keprotokolan 1 Angkatan APBN 30 Juli — 3 Austus 2018 BPSDM Kemendagri

11. Diklat Anjab 1 Angkatan APBN 17 — 21 September 2018 BPSDM Kemendagri

12. Diklat Lakip 1 Angkatan APBN 17 — 21 September 2018 BPSDM Kemendagri

13. Diklat Pelayanan Publik 1 Angkatan APBN 8 — 12 Oktober 2018 BPSDM Kemendagri




| |

Pusat Pengembangan
Kompetensi Fungsional
dan Teknis




Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri

Penyusunan SP2PDN Pengawas Pemerintahan Januari s/d BPSDM K dagri

L Urusan Pemerintahan Daerah 1NSK APBN Maret 2018 emendagr

2 Diklat Pemebentukan P2UPD Bagi PNS yang di 7 Angkatan APBN Maret s/d April BPSDM Kemendagri
Inpassing 2018

3. Diklat Pemebentukan P2UPD Jalur CPNS 2 Angkatan PNBP Maret 2018 Luar BPSDM

4. Diklat Berjenjang Muda Jabfung P2ZUPD 3 Angkatan PNBP April 2018 Luar BPSDM

. . Mei s/d Juni

5. Diklat Berjenjang Madya Jabfung P2UPD 3 Angkatan PNBP 2018 Luar BPSDM

6. Diklat Pemebentukan P2UPD Bagi PNS yang di 5 Angkatan PNBP Mei s/d Juli Luar BPSDM
Inpassing 2018

7. Diklat Substantif Pengawas Pemerintahan 2 Angkatan PNBP Juli 2018 Luar BPSDM

8. Diklat _Penilaian Angka Kredit Pengawas 2 Angkatan PNBP Agustus 2018 L uar BPSDM
Pemerintahan

0. Diklat Substantif Bagi POL PP 2 Angkatan PNBP September 2018 Luar BPSDM




Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Kementerian dan Lembaga

Diklat Reviu Rencana Kerja dan Anggaran .
- L BPSDM
1. (RKA) SKPD Angkatan I - I 60 Orang PNBP 2-6]uli2018 uar
Diklat Reviu Rencana Kerja dan Anggaran .
- L BPSDM
2. (RKA) SKPD Angkatan 111 - IV 60 Orang PNBP 16-20]uli 2018 uar
Diklat Reviu Rencana Kerja dan Anggaran .
- L BPSDM
3. (RKA) SKPD Angkatan V - VI 60 Orang PNBP 23-27]Juli 2018 uar
4. Diklat Audit Investigasi Angkatan I - I 60 Orang PNBP 6 - 10 Agustus2018 Luar BPSDM
5. Diklat Audit Investigasi Angkatan III - [V 60 Orang PNBP 27 - 31 Agustus 2018 Luar BPSDM
Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
- Luar BPSDM
6. Daerah (LKPD) Angkatan I - II 60 Orang PNBP 6 - 10 Agustus 2018
Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah _ L uar BPSDM
7. Daerah (LKPD) Angkatan I11 - IV 60 Orang PNBP 27 - 31 Agustus 2018
Diklat Reviu Rencana Pembangunan Jangka _ L uar BPSDM
8. Menengah Daerah (RPJMD) Angkatan I - I 60 Orang PNBP 17 - 21 September 2018
Diklat Reviu Rencana Pembangunan Jangka _ L uar BPSDM
o Menengah Daerah (RPJMD) Angkatan III - IV 60 Orang PNBP 1-5 Oktober2018
10. Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Daerah 60 Orang PNBP 17 - 21 September 2018 L uar BPSDM
Angkatan [ - II




Bagian Perundang-Undangan, Kepegawaian dan Kerjasama

Sosialisasi Produk Hukum Bidang Pengembangan

ASN Pemerintahan Dalam Negeri dalam Rangka Kegiatan APBN Februari s/d Maret 2018 Tentatif
Oktber s/d Desember 2018

Penyebarluasan Produk Hukum

Penyusunan Produk Hukum Terkait

Pengembangan Kompetensi ASN Kemendagri dan Naskah APBN Marets/d Mei 2018 Tentatif

Pemda

Penyusunan Standar Opersional Prosedur (SOP) . . )

BPSDM Kemendagri Naskah APBN April s/d Mei 2018 Tentatif

Lokakarya Implementasi dari Penyusunan

Perundang- Undangan di Lingkungan Kemendagri Kegiatan APBN Meis/d Juli 2018 Tentatif

dan Pemda

FGD Implikasi Penyusunan Produk Hukum di . . )

Lingkungan Kemendagri dan Pemda Kegiatan APBN Meis/d Agustus 2018 Tentatif

Pembahasan Produk Hukum Kegiatan APBN Februari, Maret, Mei Juni 2018 Tentatif

RDK dalam Rangka Fasilitasi Penyusunan . Januari, Maret, Sept, Desember .

Rancangan Produk Hukum Kegiatan APBN 2018 Tentatif

Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana dan . . .

Reformasi Birokrasi Kegiatan APBN Mei s/d September 2018 Tentatif

Sosialisasi SOP pada Masing-masing PPSDM Kegiatan APBN Agustus s/d Novemeber Tentatif

Kemendagri







RENCANA

NO NAMA DIKLAT PEL AK SANAAN PEMBIAYAAN TEMPAT
Golongan 1 Begt Puna PUSDIKLAT
1 ong « Tentatif APBN Regiondl
PrajalPDN Angkatan Bukittinaai
XXIV 99
Diklat Teknis Peningkatan Tentatif PUSDIKLAT
2 Kapasitas Anggota DPRD PNBP Regional
Kab/Kota Bukittinggi
Diklat Kepemimpinan Tk
1 Angkatan I11Diklat Tentatif PUSDIKLAT
3 . PNBP Regional
Teknis Pengelolaan o, .
Bukittinggi
Keuangan dan Aset Desa
Diklat Teknis Manajemen Tentatif PUSDIKLAT
4 Pemerintahan Desa Bagi PNBP Regional
Perangkat Desa Bukittinggi
Diklat Teknis Peningkatan Tentatif PUSDIKLAT
5 K apasitas Lurah PNBP Regional
a Bukittinggi
Diklat Fungsional P2UPD Tentatif PUSDIKLAT
6 bagi Pejabat Inpassing PNBP Regional
(PNBP) Bukittinggi
Diklat Pengelolaan Tentatif PUSDIKLAT
7 Keuangan Daerah PNBP Regional

Bukittinggi




RENCANA

NO NAMA DIKLAT PEL AK SANAAN PEMBIAYAAN TEMPAT
Diklat Kepemimpinan Tk Tentatif PUSD! KLAT
1 111 Angkatan | PNBP Regional
Bukittinggi
Diklat Kepemimpinan Tk Tentatif PUSD! KLAT
2 PNBP Regional
IV Angkatan | D
Bukittinggi
Diklat Teknis Revolusi Tentatif PUSDIKLAT
3 Mental bagi Jabatan Tinggi PNBP Regional
Pratama Bukittinggi
Diklatpim PEMDAGRI Tentatif PUSDIKLAT
4 Bagi Pencawas PNBP Regional
& g Bukittinggi
Diklatpim PEMDAGRI Tentatif PUSDIKLAT
° | Bagi Administrator PNBP Regional
& Bukittinggi
Diklat Kepemimpinan Tk Tentatif PUSD! KLAT
6 PNBP Regional
111 Angkatan |1 o
Bukittinggi
. - . PUSDIKLAT
7 ,Iihkll?ta;:;r:l':'lmgkat 11 Tentatif PNBP Regional
9 Bukittinggi
. - . PUSDIKLAT
8 RLkI?££IT|ngkm v Tentatif PNBP Regional
9 Bukittinggi
. . . . PUSDIKLAT
9 'IIA):]kII?Ia[:;r:I':'ImgkaI v Tentatif PNBP Regional
9 Bukittinggi
Diklat Penyusunan Tentatif PUSDIKLAT
10 | Dokumen Perencanaan PNBP Regional
Pembangunan Daerah Bukittinggi










RENCANA

NO NAMA DIKLAT PEL AK SANAAN PEMBIAYAAN TEMPAT
Diklat Dasar Satpol PP
1 Tingkat Trampil 11 - 25 Maret 2018 APBN Rokan Hilir Riau
: Rokan Hilir Riau
Diklat Dasar Satpol PP .
2 Tingkat Ah 8 — 23 April 2018 APBN
. L . Rokan Hilir Riau
3 Diklat Perjenjangan Trampil 6_ 13 Mei 2018 APBN
Pelaksana
. . . Rokan Hilir Riau
4 | Diklat Perjenjangan Trampil | 57 \16i o018 APBN
Pelaksana Lanjutan
. —_ . Rokan Hilir Riau
5 | Diklat Perjenjangan Trampil 6 15 Juli 2018 APBN
Penyelia
. . . Rokan Hilir Riau
6 Diklat Perjenjangan Ahli 5_ 12 Agustus 2018 APBN
Pertama
Diklat Perjenjangan Ahli Rokan Hilir Riau
7 Muda 9 — 16 September 018 PNBP
Rokan Hilir Riau
. . 30 Oktober — 7
8 Diklat Pengendalian Masa | September 201 PNBP
Rokan Hilir Riau
9 | Diklat Pengenddian Masa | 11— 16 November PNBP

2018







N RENCANA BEBAN

O NAMA DIKLAT PELAKSANAAN BIAYA HONAE]
Diklat Teknis Memadamkan o

1 Kebakaran Dengan Alat Apar 5-10 Maret 2018 APBN Rokan Hilir
Diklat Teknis Memadamkan
Menggunakan Peralatan Unit .

2| Mobil Pompa dan Pompa Portable 2-7Juli 2018 PNBP Rokan Hilir
Menggunakan Peralatan Unit . N
Mobil Pompa dan Pompa Portable 16 - 21 Juli 2018 APBN Rokan Hilir
Menggunakan Peralatan Unit .
Mobil Pompa dan Pompa Portable 17— 22 September 2018 PNBP Rokan Hilir

3 | Menggunakan APD dan SCBA 25 Mei — 2 Juni 2018 PNBP Rokan Hilir
Menggunakan APD dan SCBA 30 Juli — 4 Agustus 2018 APBN Rokan Hilir
Menggunakan APD dan SCBA 15— 20 Oktober 2018 APBN Rokan Hilir

4 | Diklat TataKelola Piket Damkar 25— 31 Maret 2018 APBN Rokan Hilir
Menggunakan Simpul dan Ikatan

5 | untuk Operasional Pemadam dan 23-28 Juli 2018 APBN Rokan Hilir
Penyelamatan Diri

6 | Melaksanakan Evakuasi Korban 30 April — 5 Mei 2018 APBN Rokan Hilir
Teknik Formasi Regu dan Pola . -

7 DAMKAR 2328 April APBN Rokan Hilir

. 27 Agustus -

8 | Diklat Dasar Pemadam | 1 September 2018 APBN Rokan Hilir

9 | Diklat Asssor Damkar | 5— 10 Nopember 2018 PNBP Rokan Hilir

10 | Diklat Asessor Damkar Il 25 November PNBP Rokan Hilir

2 Desember 2018







STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KEMENDAGRI
ROKAN HILIR RIAU

Kepala Balai Pengembangan
Kompetensi Satuan Polisi Pamong
Praja Dan Pemadam Kebakaran

Setiawan, S.Ag M.Si

epala Sub Bagian
Tata Usaha
Panidi, SE
| |
Kepala Seksi Kepala Seksi Pemadam Kepala Seksi Dukungan
Polisi Pamong Praja Kebakaran Teknis Operasional
Rivelino, S.STP. MM M. Chairullah, S.STP. M.Si Chandra Dorman Lolle, S.STP

Kelompok Jabatan Fungsional













NO NAMA DIKLAT BEBAN BIAYA RENCANA PELAKSANAAN

1 | Latsar Gelombang | APBN 6 Februari — 31 Mei 2018

2 | Latsar Gelombang Il APBN 20 Februari — 280Juni 2018

3 | Latsar Gelombang |11 APBN 13 Maret — 6 Juli 2018

4 | Diklat Pengelolaan KeuanganDaerah Angk.| APBN 5— 9 Februari 2018

5 | Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Angk.l| APBN 5— 9 Februari 2018
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan 19 - 23 Februari 2018

6 APBN
pembangunan Daerah Angk.l
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan 19 - 23 Februari 2018

7 APBN
pembangunan Daerah Angk.l1

8 | Diklat Peningkatan Kapasitas P2UPD PNBP 26 — 28 Februari 2018
Diklat Jabatan Fungsiona Pengawas Pemerintah . .

9 P2UPD Jenjang Muda Uji Kompetensi PNBP 25 Juni — 14 Juli 2018
Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah . .

10 P2UPD Jenjang Madya Uji K ompetens PNBP 25 Juni — 10 Juli 2018

11 | Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah PNBP 16 — 21 Juli 2018

12 8E)<I:I)at Manajemen PNS Terkait PP 11/2017 bagi PNBP 16— 21 Juli 2018

13 Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian PNBP 1- 16 Agustus 2018
Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional P2UPD

14 yang disesuaikan/inpassing dan Uji Kompetensi PNBP 1-16 Agustus 2018

15 | Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara PNBP 27 Agustus — 1 Oktober 2018

16 | TOT PIMPEMDAGRI PNBP 27 Agustus — 1 September 2018

17 | TOT Revolusi Mental PNBP 27 Agustus — 1 September 2018

18 | Diklat P2UPD Substantif PNBP 3 — 8 September 2018

19 | Diklat Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual PNBP 3 — 8 September 2018
Diklat Prajabatan CPNS bagi K1 dan K2

20 Angkatan | PNBP 17 — 21 September 2018
Diklat Prgjabatan CPNS bagi K1 dan K2

21 Angkatan || PNBP 17 — 21 September 2018

20 Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah Angkatan | PNBP 8 — 10 Oktober 2018

23 | Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah Angkatan 11 PNBP 8 — 10 Oktober 2018

24 | Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah Angkatan |11 PNBP 8 — 10 Oktober 2018

o5 Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD PNBP 1— 3 Oktober 2018

Angkatan |




26

Diklat Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
Angkatan |1

PNBP

1 — 3 Oktober 2018

27

Diklat Peningkatan Pejabat Negara

PNBP

1 - 3 Oktober 2018




———

.







1 Diklat PIM IV Angkatan XXV APBN 200 1 Februari - 18 Mei 2018

2 Diklat Prajab RM 40 5 Februari — 9 Juni 2018

3 Diklat PIM Il Angkatan XXI11 RM 40 7 Februari — 18 Mei 2018

4 Purna Tugas Angkatan . | RM 40 13 - 15 Februari 2018
Diklat Berjenjang Bagi Pejabat Fungsional

5 P2UPD dan Sertifikas Tingkat Madya RM 40 29 Februari — 6 Maret 2018
Angkatan |

6 Purna Tugas Angkatan 11 RM 40 8- 10 Maret 2018

7 Diklat Prajab RM 40 12 Maret — 4 Agustus 2018
Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah

8 Angkatan | RM 40 19 - 23 Maeret 2018
Diklatpim IV .

9 Angkatan XXV PNBP 60 19 Maret — 5 Juli 2018
Diklatpim I11 .

10 Angkatan XXIV PNBP 30 26 Maret — 17 Juli 2018

11 Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah PNBP 30 2_ 6 April 2018
Angkatan |

12 Diklat Perencanaan Il PNBP 30 16 — 20 Maret 2018

13 | Dikla Pengelolaan Keuangan Daereh PNBP 30 19— 23 Maret 2018
Angkatan 1

14 | Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan PNBP 30 23 28 Maret 2018
Sertifikasi
Diklat PIM IV .

15 Angkatan XXVI] PNBP 30 23 April — 10 Agustus 2018
Diklat Penilaian Angka Kredit :

16 (Inspektorat) Angkatan | PNBP 30 15— 18 Juni 2018




1 | APIP Angkatan | RM Jogjakarta 22— 25 Juni 2018

2 | Diklat Analisis Jabatan RM Jogjakarta 3-6Juli 2018

3 | Diklat PIM 111 Angkatan XXV RM Jogjakarta 25 Juni — 5 Oktober 2018

4 | APIP Angkatan I RM Jogjakarta 26 — 29 Juni 2018

5 | Diklat Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD Angkatan | RM Jogjakarta 10— 13 Juli 2018

7 | Diklat Manajemen K epegawaian PNBP | Jogjakarta 7 — 10 Agustus 2018

8 | Diklat Pendataan Objek PBB Angkatan | PNBP | Jogjakarta 27 Agustus 2018

9 | Diklat Pendataan Objek PBB Angkatan |1 PNBP | Jogjakarta 1 September 2018

10 | PurnaTugas Angkatan 111 PNBP | Jogjakarta 4 — 6 September 2018

11 :Dllklat Peningkatan SDM Bagi Anggota DPRD Angkatan PNBP Jogjakarta 9- 12 September 2018

12 | Diklat Penilaian Angka Kredit (Inspektorat) Angkatan |1 PNBP | Jogjakarta 18 — 21 September 2018

13 | Diklat Training Officer Course (TOC) PNBP | Jogjakarta | 26 September - 6 Oktober 2018
14 | Diklat Penilaian PBB PNBP | Jogjakarta 15 — 20 Oktober 2018

15 | Diklat Pimpemdagri Tingkat Pengawas PNBP | Jogjakarta | 15 Oktober - 14 Nopember 2018
16 | Diklat Pimpemdagri Tingkat Administrator PNBP | Jogjakarta | 29 Oktober - 6 November 2018




W




Beban Jumlah

No NAMA DIKLAT Biaya Peserta JADWAL TENTATIF

1 | Diklat PIM Tingkat 1l Angkatan XV PNBP | 40 Orang 12 Maret — 29 Juni2018

2 | Diklat PIM Tingkat IV Angkatan XXVII PNBP | 40 Orang 16 — 20 Juli 2018

3 | Diklat PIM Tingkat 111 Angkatan XV1I PNBP | 40 Orang 23 April — 20 Juli 2018

4 | Diklat PIM Tingkat 1V Angkatan XXVIII | PNBP | 40 Orang 30 April — 18 Agustus2018

5 | Diklat PIM Tingkat I11 Angkatan XV1II PNBP | 36 Orang 9 Juli — 19 Oktober 2018

6 | Diklat PIM Tingkat IV Angkatan XXIX PNBP | 36 Orang 16 Juli — 26 Oktober 2018

7 | Diklat PIM Pemdagri bagi Pengawas PNBP | 40 Orang | 5Nopember — 18 Desember 2018
8 | Diklat PIM Pemdagri bagi Administrator | PNBP | 40 Orang | 24 September - 27 Oktober 2018
9 | Diklat Aparatur Revmen bagi JPT PNBP | 30 Orang 3 — 8 September 2018

10 | Diklat Kepamongprajaan bagi Camat PNBP | 30 Orang 17 — 22 September 2018

11 | Diklat Aparatur Revmen bagi Pengawas | PNBP | 30 Orang 10 - 15 September 2018




Beban Jumlah
No NAMA DIKLAT Biaya Peserta JADWAL TENTATIF
1 | Lasar CPNSPumaPrgalPDN Gol. 11l APBN 200 Orang 5 Februari — 28 Juni 2018
Angkatan |
Latsar CPNS Purna Prgja|PDN Gal. 111
2 Angkatan |1 APBN 200 Orang 4 — 9 September 2017
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan .
3 Pembangunan Daerah Angkatan | APBN 30 Orang 16 — 20 April 2018
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan .
4 Pembangunan Daerah Angkatan || APBN 30 Orang 23— 27 April 2018
5 | Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah APBN 300rang 30 Juli — 3 Agustus 2018
Angkatan |
g | Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah APBN 30 Orang 6 10 Agustus 2018
Angkatan |1
Diklat Prajabatan CPNS Golongan |1 dan :
7 Golongan 11 Angkatan X| PNBP 64 Orang 22 — 28 Januari 2018
Diklat CP Diklat Prajabatan CPNS Golongan . .
8 |1 dan Golongan 111 Angkatan X PNBP 40 Orang 29 Januari — 4 Februari 2018
Diklat CP Diklat Prajabatan CPNS Golongan . .
9 |1 dan Golongan 11 Angkatan X11] PNBP 39 Orang 29 Januari — 4 Februari 2018
Diklat CP Diklat Prajabatan CPNS Golongan . .
10 I1 dan Golongan 111 Angkatan X1V PNBP 39 Orang 29 Januari — 4 Februari 2018
Diklat Fungsional P2UPD dan Ujian .
11 Sertifikasi Jenjang Muda Angkatan [11 dan 1V PNBP 80 Orang 19 Februari — 10 Maret 2018
12 | Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah PNBP 60 Orang 19 - 24 Maret 2018
13 \[/)VSSE)ShOD Pendalaman Tugas bagi Anggota PNBP 30 Orang 6 10 Agustus 2018
14 | Diklat Orientasi Tugas bagi Kepala Desa PNBP 30 Orang 6 — 11 Agustus 2018
15 | Diklat Pengembangan APRM bagi Pelaksana PNBP 30 Orang 3 — 7 September 2018
16 g';f Peningkatan Kompetensi Sekretaris PNBP 30 Orang 6 11 Agustus 2018
17 | Bimtek Penyusunan LPJ Desa PNBP 30 Orang 15 — 18 Oktober 2018
18 | Diklat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa PNBP 60 Orang 1 - 5 Oktober 2018
Diklat Inovasi Pengelolaan dan Pengembangan
19 BUMDES PNBP 60 Orang 1 - 5 Oktober 2018
oo | Bimtek Perencanaan dan Penganggaran PNBP 30 Orang 8 — 11 Oktober 2018
Pemdes
21 | Bimtek Penyusunan LPJ Desa PNBP 30 Orang 15 — 18 Oktober 2018
22 | Bimtek Administrasi Pemerintahan Desa PNBP 30 Orang 22 — 25 Oktober 2018
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Daftar Nomor Telepon Penting

No Pusat/Bidang/Bagian No.Tep/Fax
I Kepala Badan (021) 7982670
Il | SEKRETARIAT
1 | Sekretaris Badan (021) 7981412, 7982665
2 | Bagian Perencanaan (021) 79195075
3 | Bagian Keuangan (021) 7981402
4 | Bagian Umum (021) 7981413
5 | Bagian Perundang-Undangan, K epegawaian dan Kerja Sama (021) 7990531
[l | PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKAS (021-7943421)
1 | Bidang Kompetens (021) 7943421
2 | Bidang Standarisasi Lembaga Kediklatan Pemerintahan Dalam Negeri dan Daerah (021) 7943422
3 | Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelgjaran (021) 7998653
IV | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (021-7943422)
1 | Bidang Palitik, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan K ependudukan (021) 7946626
2 | Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan (021) 7991958
3 | Bidang Pimpian Daerah (021) 79743420
\% PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPAMONGPRAJAAN DAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN (021-7996518)
1 | Bidang Kepamongprajaan (021) 98180204
2 | Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan (021) 7991770
3 | Bidang Administras Pemerintahan dan Manajemen (021) 7981403
VI | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN TEKNIS (021-7943419)
Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian Dalam Negeri (021) 79170148
Bidang Administrasi Jabatan Fugsional (021) 7982659
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Kementerian dan Lembaga (021) 7943419
VIl | PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi (0752) 28241, 28240
VIII1{ PPSDM Kemendagri Regional Bandung (022) 2039634, 2031435
IX | PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta (0274) 513632, 564249, 63038
X | PPSDM Kemendagri Regional Makassar (0411) 513722




PERUBAHAN MINDSET BPSDM

JABATAN ADALAI
PENGUASA
WEWENANG AMANAH V(= HRS

MENJADI NIPFRTANGCGILING
PERANAN JAWABKAN

Jangan membenarkan yang biasa
(tidak benar)
tapi
biasakanlah yang benar
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REVOLUSI MENTAL

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadion Berlandaskan Gotong Royong




BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JIn. Taman Makam Pahlawan No.8 Kalibata, Jakarta Selatan
Ph./Fax. (021) 7981412, 7981413, 7982665
bpsdm.kemendagri.go.id



